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ABSTRAK

Ade Tri Nugraha. 201610115080. Problematika Kewenangan Badan Keamanan
Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Keamanan maritim merupakan aktor utama dalam menjaga kedaulatan negara di
wilayah laut. Di Indonesia terdapat berbagai instansi pemangku kepentingan
dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut dengan memiliki
kewenangan yang berbeda. Sehingga perlu adanya koordinasi yang berbasis satu
komando dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif
atau metode penelitiannya yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan pendekatan sinkronisasi perundang-undangan. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Manfaat
penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman
untuk penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai kewenangan
Bakamla. Hasil penelitian diperoleh bahwa berlakunya Undang-undang nomor 32
tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan yang sangat luas
kepada Bakamla, namun tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh
institusi penegak hukum di laut lain yang telah diatur dalam Undang-undang
terdahulu. Atas dasar kesimpulan tersebut, maka amanat pasal 63 ayat (2)
Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan perlu adanya kejelasan
yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis, bahwa Bakamla diberi
kewenangan mengintegrasikan dan sebagai komando dalam penegakan hukum di
laut.

Kata kunci : Bakamla, Kewenangan, Penegakan Hukum
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ABSTRACT

Ade Tri Nugraha. 201610115080. Problems of the Authority of the Maritime
Security Agency (BAKAMLA) in Legal Enforcement in Indonesian Waters
Based on Law Number 32 Year 2014 concerning Marine

Maritime security is the main actor in maintaining the country's sovereignty in the
sea area. In Indonesia, there are various stakeholder agencies in maintaining
defense and security in the marine area with different authorities. So there is a
need for coordination based on one command in maintaining defense and security
in the marine area. The research method used in this research is normative legal
research or juridical-normative research method, namely research conducted
based on the statutory synchronization approach. The data used are secondary data
consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is
qualitative analysis. The purpose of this study was to determine the authority of
the Maritime Security Agency (Bakamla). The benefit of this research is to
increase insight, knowledge and understanding for writers in particular and
readers in general regarding Bakamla's authority. The results showed that the
enactment of Law number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs which gives
very broad authority to Bakamla, but does not remove the authority possessed by
law enforcement institutions in other seas that have been regulated in the previous
Law. On the basis of these conclusions, the mandate of article 63 paragraph (2) of
Law number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs requires clarity which can
be used as a juridical basis, that Bakamla is given the authority to integrate and as
a command in law enforcement at sea.

Keywords : Authority of the Maritime Security Agency (BAKAMLA), Authority,
Law Enforcement
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MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Q.S. Al-Mujadalah - ayat 1)

“Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi
Orang Lain” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)

“Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk
mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju
surga.” (HR. Muslim)

“Visi Tanpa Eksekusi Adalah Halusinasi” (Henry Ford)
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